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Abstract  

 

This research is motivated by the importance of political communication strategies for winning in regional head 

elections. The purpose of this study is to determine the political communication strategy in winning the regional 

head candidate pair. The theory used in this study is the theory of political communication strategy and the 

descriptions of other supporting theories about political communication strategies. The research method used is 

descriptive qualitative case study. The data used in this study include primary and secondary data. Primary data is 

obtained from interviews with seven informants from the Hendri-ita winning post. Meanwhile, secondary data is 

obtained from journal literature, literature study, and documentation. Data analysis in this study followed the 

guidelines of the case study research design. The results of this study indicate that the political communication 

strategy of the regional head candidate pair is carried out by considering the characteristics of the communication 

components which are communicators, message content, media, communicants, and feedback. Afterwards, through 

the consideration of the communication. The communication strategy gave the regional head candidate pair victory 

in the 2020 Semarang regional head election. 

Keyword: Strategy; Political Communication; Winning Regional Heads. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini di latar belakangi pentingnya strategi komunikasi politik untuk pemenangan dalam 

pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi politik dalam 

memenangkan pasangan calon kepala daerah. Teori yang dipakai dalam penelitian ini teori Strategi 

komunikasi politik dan uraian-uraian teori pendukung lain nya tentang strategi komunikasi politik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat studi kasus. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 

wawacara dengan tujuh informan dari posko pemenangan Hendri-ita. Sementara data sekunder 

diperoleh dari literatur jurnal, studi kepustakaan maupun dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini 

mengikuti pedoman dari design penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

komunikasi politik pasangan calon kepala daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik 

dari komponen komunikasi yakni komunikator, isi pesan, media, komunikan dan umpan balik. 

Kemudian melalui pertimbangan komunikasi tersebut. Strategi komunikasi memberi kemenangan 

pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Semarang tahun 2020. 

 

Kata Kunci: Strategi; Komunikasi Politik; Pemenangan Kepala Daerah. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi politik menghadapi tantangan besar selama satu dasawarsa terakhir ini, 

terutama dalam mengatasi jarak yang semakin jauh antara masyarakat dan aktor politik terpilih 

(Solito & Sorrentino, 2020). Kondisi tersebut membuat dibutuhkannya strategi komunikasi 

politik dimana tidak hanya terbatas pada kegiatan pemasaran politik, namun juga tentang 

pertukaran pesan yang berkelanjutan dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam 

pemerintahan local (Kariryaa et al., 2020). Pada era saat ini, otonomi yang luas kemudian 

diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat termasuk 

dalam hal pemilihan presiden, wakil presiden sampai dengan kepala daerah seperti halnya 

gubernur, bupati dan wali kota (Sufianto, 2020). Hal ini diperkuat dalam UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 

1992, telah mengubah tata cara pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang sebelumnya dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dirubah dan dipilih langsung oleh masyarakat. 

Ketentuan ini tertuang dalam pasal 56 ayat 1 Un No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan ―kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil‖. 

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indonesia, merupakan produk era reformasi 

yang menimbulkan banyak berbagai fenomena baru, salah satunya adalah calon tunggal 

(Suyatno, 2016). Ajang kontestasi pilkada dengan calon tunggal pada dasarnya telah ada sejak 

pilkada tahun 2006 di Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Fenomena tersebut menjadi sebuah 

polemik yang terjadi pada pilkada tahun 2015 sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan 

putusan atas uji materiil Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dengan putusan No. 100/PUU-

XIII/2015 MK yang memberi ketentuan untuk tetap menyelenggarakan pilkada tahun 2015 pada 

beberapa daerah yang memiliki satu pasang calon kepala daerah. Fenomena pasangan calon 

tunggal kemudian diatur dalam UU Nomor. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi 

Undang-Undang (Rahmanto, 2018). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutuskan harus ada 

lawan tanding dari pasangan calon tunggal tersebut, yaitu kolom kosong. 

Pada pilkada tahun 2020 angka atau jumlah calon tunggal sebanyak 25 kabupaten/kota, 

dimana salah satunya pasangan calon tunggal terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu 

Kota Semarang. Mardani Ali Sera selaku politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

berpandangan bahwa keberadaan calon tunggal merupakan tanda sakitnya demokrasi 

(Ristyawati, 2020). Dalam Undang-Undang Pilkada No.10 Tahun 2016 pasal 54D menyebutkan 

bahwa pasangan calon tunggal dapat memenangkan konstestasi pilkada jika menang dan meraih 

lebih dari 50 persen dari total suara sah. Apabila hasil akhir kurang dari 50 persen alias kalah 

dari kolom kosong, bersadarkan Undang-Undang maka pelaksanaan pilkada ditunda ke pilkada 

berikutnya dan kepala daerah disisi pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri (Ishak, 2020).  

Penetapan pasangan Hendi-Ita sebagai pasangan calon tunggal Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota pada ajang kontestasi Pilwakot Semarang 2020 telah mendapat restu dan dukungan 

dari 14 (empatbelas) partai yang duduk di parlemen serta non-parlemen. Berkat dukungan 

tersebut, justru membuat kekhawatiran bagi pasangan calon Hendi-Ita dan tim kampanye yang 

dibentuknya Hendi-Ita berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya pada 

kontestasi Pilwakot Semarang 2020. Hal tersebut dikarenakan Hendi-Ita dan tim kampanye 

merasa khawatir jika ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dalam Pilwakot Semarang 2020 

justru membuat masyarakat kota Semarang enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS), 
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serta adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia juga berdampak menurunkan 

partisipasi masyarakat. 

adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan partai politik, para kontestan dan 

masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 berdasarkan anjuran dari pemerintah 

setempat.  

Hal ini membuat setiap partai politik dan kontestan harus bekerja lebih keras lagi untuk 

mengumpulkan suara dalam pemilihan, karena tidak diadakannya kampanye dan sosialiasi 

terbuka oleh partai politik dan kontestan akan sulit meyakinkan pemilih untuk menentukan 

pilihan. Pasal 60 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dinyatakan bahwa selain 

bahan kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai 

kampanye pemilihan, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim 

kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri 

atas masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield), cairan antiseptik berbasis alkohol 

(handsanitizer). Serta menyiapkan strategi komunikasi politik melalui bentuk-bentuk kampanye 

dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi berbasis digital melalui penggunaan 

media baru. 

Kehadiran internet telah mengubah budaya komunikasi secara signifikan (Kaul, 2020). 

Perkembangan teknologi dapat mendukung kemudahan manusia untuk berinteraksi dan bertukar 

informasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik dan budaya 

(Söderholm et al., 2019). Penggunaan media terutama pada penggunaan media digital dan sosial 

lainnya membuat pengguna dapat secara aktif dalam menerima informasi dan berita yang 

diperolehnya (Bonnes et al., 2020). Pengguna media digital dan sosial dapat mengkonsumsi, 

memproduksi, dan mendistribusikan berita dan informasi serta dapat menjadi saran berinteraksi 

dan berdiskusi secara pribadi mengenai informasi yang diterima (Ekowati, 2019). Adanya peran 

media digital dalam bidang komunikasi dan politik dirasa mampu mempengaruhi opini publik 

menjadi solusi pengganti kampanye tatap muka yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan 

beberapa program dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dimasa pandemi COVID-

19 dengan segala keterbatasan kegiatan masyarakat yang berlaku di Kota Semarang. 

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi komunikasi politik tim pemenangan 

pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam memenangkan konstestasi 

politik Pilkada pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2020. 

TINJAUAN LITERATUR 

Komunikasi 

Dalam ilmu komunikasi, komunikasi merupakan proses penggabungan pesan-pesan 

sekaligus informasi agar terjadi saling pengertian (Supriyatno, 2011). Komunikasi mempunyai 

tujuan agar tercipta sebuah kebaikan bersama, terwujudnya kesetaraan, keadilan, keharmonisan 

serta kedamaian hidup (Philippe J. Maarek & Maarek, 2014). Komunikasi berasal dari bahasa 

latin‖Communis‖atau―Common‖ dalam bahasa inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti 

kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna, ―Commonness‖, atau dengan ungkapan 

lain melalui komunikasi seseorang mencoba berbagi informasi, gagasan, atau sikap kita sering 

mempunyai makna yang berbeda terhadap lambang yang sama (Suhardjo et al., 2019). Hepp 

(2020) memberikan gambaran bahwa ilmu komunikasi merupakan upaya yang sistematis untuk 

merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan 

sikap.  
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Kegiatan komunikasi memiliki tiga tujuan, yaitu: mengetahui sesuatu, untuk memberikan 

sesuatu dan mempengaruhi serta mengarahkan agar orang lain untuk berbuat sesuatu (Azis et al., 

2020). Dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif, paradigma Hepp (2020) mengatakan 

bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi terdapat lima unsur meliputi, komunikator, 

pesan, media, komunikan dan efek. Maka, dalam proses menyampaikan pesan oleh komunikator 

kepada komunikan dapat dikatakan efektif apabila media yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dapat menimbulkan efek tertentu (Hepp, 2020).  

Politik 

Dalam ilmu politik, politik berasal dari kata ―polis‖ yang berarti negara atau kota, yang 

secara totalitas merupakan kesatuan antara negara dan masyarakat sekitarnya (Leonard, 2019). 

Kata polis berkembang menjadi ―politicos‖ yang mempunyai arti kewarganegaraan (Scoones, 

2016). Dari kata ―politicos‖ menjadi ―politera‖ yang berarti hak berkewarganegaraan (Ruppert et 

al., 2017).  

Politik merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memiliki 

objek, subjek, metodologi, sistem, terminologi, ciri, teori yang khas dan spesifik serta diterima 

secara universal diseluruh dunia dan bisa dipelajari oleh orang banyak (Le Galès, 2021). 

Leonard, (2019) memberikan pendapat tentang politik, dimana politik merupakan suatu kegiatan 

dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari seluruh lapisan 

masyarakat (public goals) termasuk didalamnya ada tujuan dari partai politik. 

Komunikasi politik 

Theocharis dan Jungherr (2021) mendefinisikan suatu rumusan bahwa komunikasi politik 

merupakan bentuk komunikasi yang diarahkan untuk pencapaian suatu pengaruh, sehingga 

masalah yang dibahas mengenai semua kegiatan dalam lingkup komunikasi dapat mengikat 

semua warga melalui suatu sanksi yang telah ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. 

Street  (2020) mengartikan bahwa, komunikasi politik merupakan bentuk dalam penyampaian 

pesan, baik yang digambarkan kedalam bentuk lambang maupun dalam bentuk kata tertulis, 

yang terucapkan ataupun dalam bentuk isyarat, sehingga dapat mempengaruhi kedudukan 

seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, 

komunikasi politik merupakan jenis penyampaian pesan yang bermuatan informasi politik dari 

suatu sumber kepada para penerima pesan (Sánchez Medero, 2020). 

Rodriguez Andres (2016) menjelaskan secara umum bentuk komunikasi politik yang 

sering digunakan oleh komunikator didalam menyusun infrastruktur politik dalam mencapai 

tujuannya, antara lain: 

Pertama, Retorika. Merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Yunani ―rhetorica‖ 

artinya seni berbicara. Pada awalnya retorika ini digunakan dalam perdebatan yang terjadi 

diruang sidang pengadilan, dengan tujuan saling mempengaruhi. 

Kedua, Agitasi Politik. Merupakan dari bahasa latin, agitare. Artinya bergerak atau 

menggerakkan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, berarti agitation. Agitasi dapat 

beroperasi untuk membangkitkan rakyat terhadap suatu gerakan politik, baik lisan maupun 

tulisan, dengan merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. 

Ketiga, Propaganda. Berasal dari bahasa Latin, propagare yang berarti menanamkan 

tunas pada tanaman. Propaganda dipergunakan sebagai bentuk kegiatan penyebaran agama 

Katolik dengan menumbuhkan keimanan kristiani diantara bangsa-bangsa. Hal ini banyak 

digunakan oleh aktor politik atau kader partai politik yang memiliki kemampuan dalam 

melakukan sugesti kepada khalayak serta menciptakan suasana yang dengan mudah terkena 
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sugesti (sugestivitas). 

Keempat, Public Relation (PR) Politik, merupakan bentuk dan upaya alternatif dalam 

mengimbangi propaganda yang dianggap membahayakan kehidupan sosial politik. 

Kelima, Kampanye Politik, merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan aktor 

politik atau sekelompok/organisasi dalam waktu tertentu, untuk memperoleh atau memperkuat 

dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Rogers dan Storey (1987) (dalam Venus, 2004:7) 

menggambarkan bahwa kampanye politik merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang 

terencana dengan matang, bertujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar 

khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Keenam, Lobi Politik. Lobi sendiri sesungguhnya merupakan tempat para tamu 

menunggu sekaligus berbincang di sebuah hotel. Lobi politik dapat digambarkan pada 

event/kegiatan yang dihadiri oleh para politikus, lalu berbincang perihal politik (political 

lobbying) selanjutnya terjadi dialog tatap muka (komunikasi antarpersonal) secara informal 

namun penting. Dalam lobi tersebut biasanya ada kesepahaman dan kesepakatan bersama yang 

akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau sidang politik yang akan 

menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu. 

Ketujuh, Media Massa. McLuhan (1971) berpendapat bahwa media massa merupakan 

sebagai perluasan panca indera manusia (sense extension theory) dan sebagai sarana 

penyampaian pesan politik (the medium in the message) kepada khalayak luas untuk 

mendapatkan pengaruh, kekuasaan-otoritas, membentuk dan mengubah opini publik atau 

dukungan serta citra politik, yang tidak terjangkau pada bentuk komunikasi lainnya. 

Strategi Komunikasi Politik 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratogos yang memiliki arti militer dan 

memimpin. Awalnya, strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dilakukan jendral 

dalam membuat rencana dengan tujuan menaklukan musuh serta memenangkan sebuah 

peperangan. Maka diawal perkembangannya, strategi sangat populer digunakan dilingkungan 

militer (Schäfer, 2021). 

Strategi merupakan langkah prioritas yang diambil setiap organisasi melalui berbagai 

cara dan pilihan tentang rencana terbaik dalam mencapai misi organisasi tersebut. (Nounkeu, 

2020) Pencapaian misi tersebut dapat diraih melalui tiga tahapan strategi, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi strategi (Sasilo et al., 2020). Pengertian lain dari strategi yakni, strategi 

merupakan sebuah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu 

tujuan (Lilleker & Koc-Michalska, 2013). Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukan arah saja, melainkan strategi harus mampu 

menunjukkan tentang taktik operasionalnya (Strikovic et al., 2020). 

De Bruycker & Rooduijn (2021) menjelaskan terkait lima (5) definisi strategi yang terdiri 

dari: strategi merupakan sebuah rencana (plan), pola (pattern), posisi (positions), 

permainan/taktik (play) dan sebagai perspektif (perspective). 

Pertama, Strategi sama dengan rencana (Plan). Menurutnya, strategi merupakan program 

terencana (a directed course of action) dalam mencapai serangkaian tujuan atau goals yang telah 

di tentukan. Konsep ini dinamakan strategi perencanaan. 

Kedua, Strategi merupakan pola (Patern). Merupakan sebuah pola perilaku masa lalu 

yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Dalam pelaksanaan strategi, hal yang paling utama 

adalah kesadaran dari seluruh yang terlibat dengan menggunakan strategi yang telah terencana 

atau diniatkan. Hal yang merupakan pola berbeda dengan berniat atau bermaksud maka strategi 
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sebagai pola lebih mengacu pada sesuatu yang muncul begitu saja (emergent). 

Ketiga, Strategi merupakan posisi (Position). Hal ini dapat diartikan pada sebuah cara 

atau langkah dalam menetapkan atau menentukan sebuah merek, produk maupun posisi 

perusahan dalam pasar. Berdasarkan kerangka konseptual para pengguna maupun para penentu 

kebijakan, maka strategi utama telah ditetapkan oleh faktor-faktor eksternal. 

Keempat, Strategi adalah taktik (Play). Merupakan sebuah serangan yang dibuat 

terencana hingga membuat untuk memperdaya atau memukau lawan (competitor). 

Kelima, Strategi semacam perspektif (Prespectif). Merupakan langkah dalam 

melaksanakan strategi berdasarkan teori dengan mengunakan daya pikir yang wajar dari isi cara 

berpikir rasional ataupun ideologis. 

Strategi Kampanye Politik Digital.  

Kampanye, berasal dari bahasa Inggris yaitu champaign (Liebhart & Bernhardt, 2017). 

Bossetta (2018) menyatakan bahwa kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi 

antar organisasi dengan tujuan menciptakan dampak tertentu, terhadap sebagian besar khalayak 

sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. Sedangkan berkaitan dengan kampanye 

politik bahwa kampanye politik merupakan salah satu agenda dalam kegiatan komunikasi politik 

pada proses pemilu, pemilukada, pilpres yang memiliki peraturan tersendiri, yang didalamnya 

terdapat jadwal, tata caranya, pengawasan dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran (Kreiss & 

Mcgregor, 2018).  

Dalam kampanye politik, komunikator politik sering disebut jurkam (juru kampanye) 

yang harus didaftarkan pada komisi pemilihan umum (Rahyadi & Aras, 2020). Jurkam 

mempunyai tanggung jawab dalam hal ini merumuskan gagasan, tema kampanye, membuat 

perencanaan guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam membangun citra politik dan 

mempengaruhi, membentuk dan membina opini publik yang positif (Chester & Montgomery, 

2019). Selain itu, jurkam dan tim sukses juga diharuskan untuk merancang model kampanye, 

baik dalam model kampanye offline maupun online (Chester & Montgomery, 2017). Bentuk 

saluran kampanye dengan memanfaatkan teknologi serta jenis media baru yang kerap digunakan 

aktor politik kedalam bentuk baru yang lebih inovatif, seperti contoh: 

Pertama, Media Sosial. Media sosial merupakan media online berbasis web yang secara 

mudah bagi penggunanya dapat saling berpartisipasi, mulai dari berbagi informasi, menciptakan 

isi pesan hingga mendistribusikan pada akun media sosial tersebut (Omotayo & Folorunso, 

2020). Tidak hanya itu saja, media sosial memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam jalinan 

antar komunitas. Lebih spesifik lagi, media sosial dengan mudah memberikan kemudahan 

kedalam bentuk pertukaran informasi yang lebih inovatif, hingga dapat bekerjasama 

menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisan visual dan audio visual yang telah terfasilitasi di 

media sosial Instagram, Facebook, blog hingga Twitter. 

Kedua, Video mapping. Video mapping merupakan metode baru hasil sebuah karya seni 

pencitraan proyeksi pencahayaan dengan teknologi (Elmer & Langlois, 2013). Video mapping 

dapat dihasilkan dari dua komponen, antara teknik dan pencahayaan atau proyeksi cahaya hingga 

menciptakan sesuatu yang baru dan kreatif (ilusi optis) yang dipantulkan pada objek tertentu. 

Secara visualnya, kemampuan yang dihasilakan dari video mapping ini memberikan gambar 

yang hidup serta dapat berubah bentuk sesuai apa telah dikonsep atau didesign menggunakan 

komputer kemudian disambungkan ke mesin proyektor. Hasilnya dapat dinikmati melalu 

pantuan cahaya pada sebuah bidang datar. 
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Ketiga, Teknologi Hologram box. Teknologi hologram box memungkinkan adanya 

interaksi sesama pengguna layaknya dalam dunia hiburan dan film (Kazempourradi et al., 2019). 

Pengoperasiannya dengan mudah menggunakan jaringan konektivitas bluetooth yang tersemat di 

smartphone. Selain untuk hiburan yang inovatif, teknologi hologram box juga sering 

dimanfaatkan perusahaan untuk kepentingan bisnisnya maupun kampanye. Selain itu, hologram 

box juga memiliki keunggulan dalam membentuk branding serta dapat menarik perhatian 

audiens sebagai ruang penyampaian informasi. 

Keempat, Virtual (Champaign). Virtual merupakan pengembangan metode baru dalam 

komunikasi, yang dilakukan secara maya menggunakan perangkat internet, gawai serta aplikasi 

(Elerud-Tryde & Hooge, 2014). Pada kehidupan nyata, virtual difungsikan dalam berbagai 

bidang, baik itu pendidikan, bisnis, sosial, kemasyarakatan hingga politik. Virtual merupakan 

bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata menggunakan seperangkat media yang 

perlu disiapkan seperti halnya gawai, ponsel pintar, komputer, laptop, smart TV hingga 

notebook. Selain gawai dan seperangkat diatas, virtual champaign sangat membutuhkan jaringan 

internet yang kuat serta aplikasi yang berfungsi sebagai ruang bertemu hingga menghasilkan 

komunikasi mirip seperti kenyataan sebenarnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 

menjelaskan, menggambarkan dan memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau 

perspektif subyek/partisipan. Subyek dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam 

sebuah realitas dan memberikan data/informasi kepada peneliti. Pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan design studi kasus (case study). Studi 

kasus merupakan penelitian yang meneliti tentang fenomena kontemporer secara utuh dan 

menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan kata lain bahwa kasus yang akan diteliti 

tersebut sedang atau telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni: data primer dan data sekunder. 

Data primer didapat peneliti melalui catatan dilapangan, rekaman kata-kata yang diperoleh dari 

wawancara mendalam (indepth interview) kepada tujuh informan dari posko pemenangan 

Hendri-ita. Untuk mendapatkan data sekunder, maka peneliti akan menggunakan literatur jurnal, 

studi kepustakaan maupun dokumentasi. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan 

panduan wawancara guna melakukan teknik wawancara mendalam (indepth interview). 

Sedangkan untuk melengkapi data sekunder, maka peneliti akan mengumpulkan data berupa 

dokumen dan foto dokumentasi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data sesuai dengan design 

penelitian studi kasus. Dalam merumuskan strategi tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk analisis yang 

dapat dipergunakan, yaitu: 

1. Penjodohan pola, keknik analisis ini dapat menggunakan logika penjodohan pola. Logika 

penjodohan pola dapat dilakukan guna membandingkan pola berdasarkan data empirik 

dengan pola yang diprediksi.  

2. Pembuatan eksplanasi, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis data dari kasus yang 

diteliti dengan cara membuat suatu eksplanasi (menjelaskan tentang proses terjadinya kasus 

yang bersangkutan). 

3. Analisis deret waktu, teknik ini mirip dengan investigasi pengaturan waktu yang diarahkan 

pada pemeriksaan atau eksperimen dan kuasi-eksperimental. Namun, mengenai deret waktu 
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dalam studi kasus mencoba untuk menyelidiki suatu pola informasi dari waktu ke waktu, 

tentatif atau reflektif, mengenai pengelompokan atau waktu. 

4. Verifikasi, baik dari segi makna dan kebenaran. Sajian data yang telah disusun secara 

sistematis, yang selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan. Jika dirasa 

memerlukan data baru, maka peneliti wajib melakukan mengumpulkan data kembali hingga 

analisis data yang dihasilkan dirasa cukup matang 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi pemenangan Pemilukada sangat dipengaruhi bagaimana pasangan calon dapat 

mempengaruhi pemilih untuk tujuan membentuk perilaku pemilih (Tilome et al., 2020). Pada 

dasarnya kandidat adalah produsen yang mampu memasarkan diri sebagai proses pemasaran 

politik (Cibro, 2018). Pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu pada pentas 

Pemilukada 2020 di Semarang Jawa Tengah lebih mengandalkan kekuatan komunikasi politik 

yang dijalin dengan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dikemukakan bahwa strategi komunikasi 

politik tim pemenangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu dilakukan dengan 

pendekataan yang terdiri atas pemilihan komunikator. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 

gambaran bahwa strategi komunikasi dilakukan oleh ketua tim pemenangan dan juga calon 

pasangan. Strategi komunikasi tersebut menunjukan bahwa penyampaian pesan –pesan politik 

untuk mempengaruhi msyarakat agar mendukung kandidat tidak hanya dilakukan ketua tim 

pemenangan tetapi juga dilakukan oleh pasangan calon. Pesan-pesan yang disampaikan kepada 

masyarakat tidak terlepas terhadap situasi yang ada di daerah, tim pemenangan bekerja extra 

lebih keras untuk menyambungkan pesan-pesan yang disampaikan pasangan calon kepada 

masyarakat melalui tim pemenangan.masyarakat yang pro. Sementara yang kontra akan di 

tampung aspirasinya oleh calon pasangan melalui tim pemenangan.  

Dalam pengaplikasian strateginya, pasangan dan tim pemenangan mengandalkan agenda 

rutin pertemuan warga dengan melakukan follow up untuk melihat kekurangan yang terjadi saat 

pertemuan dan merumuskan strategi baru dalam bentuk lain. Bentuk sosialisasi dengan 

melakukan pertemuan dirumah warga didukung oleh kemampuan kandidat dan tim dalam 

melakukan strategi push dan pass untuk membentuk simpati melalui aktivitas yang sekaligus 

melibatkan partisipasi masyarakat. Mengingat dalam menciptakan kerjasama dan kolaborasi 

antara kandidat dengan masyarakat dibutuhkan proses komunikasi dua arah. Adanya komunikasi 

dua arah antara kandidat atau tim pemenangan dapat menghasilkan reaksi konstituen dan 

masyarakat pemilih terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah 

dibuat. 

Liddle (2021) mengungkapkan, hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah 

hubungan interasi. Kedua pihak terlibat dalam membangun pemahaman bersama. Hal ini perlu 

dilakukan karena partai politik dan masyarakat memiliki kerangka berfikir yang berbeda. 

Komunikasi dua arah membutuhkan proses sense-giving dan sensemaking Mangan et al. (1981). 

Sense-giving adalah suatu proses komunikasi ketika partai politik mencoba mengkomunikasikan 

ide dan gagasan partai, program kerja dan platform, serta ideologi partai ke masyarakat dan 

konstituen mereka. Tujuan utama dari proses ini adalah agar hal-hal yang diperkirakan dan 

direncanakan partai politik bersangkutan dapat diterima dan dimengerti oleh para konstituen dan 

masyarakat luas. Sedangkan sense-making, di mana masyarakat dan konstituen akan 

memberikan tanda-tanda reaksi mereka atas apa yang dikomunikasikan oleh partai politik. Atau, 

proses juga dapat terjadi sebelum partai politik mengkomunikasikan program kerja mereka. 
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Senada dengan pendapat diatas, Saud et al. (2020) berasumsi tentang konsep komunikasi 

interpersonal bahwa ketika orang berkomunikasi, mereka membuat prediksi tentang efek dari 

perilaku komunikasi mereka, mereka memilih bermacam strategi komunikatif tentang bagiamana 

komunikan akan merespon.  

Pemanfaatan media dalam bentuk apapun merupakan saluran komunikasi kandidat 

kepada pemilih dapat dianggap efektif dan efisien pada masa kampanye (Tomin et al., 2020). 

Berkampanye melalui media merupakan hal yang biasa dalam dunia politik modern. Penggunaan 

media dalam komunikasi politik saat kampanye sangat penting (Harknett & Smeets, 2020). 

Kecermatan memilih media kampanye harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi khalayak. 

Penggunaan media massa dalam kampanye merupakan salah satu saluran komunikasi kandidat 

kepada pemilih dan cakupan daerah yang lebih luas (Vasko & Trilling, 2019). Dalam kampanye 

modern pengunaan media massa kerap dilakukan sebagai strategi pembentukan citra konstestan.  

Media yang digunakan oleh Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu yaitu 

media cetak dan media elektronik. Cukup ampuh menyebarkan visi dan misi pasangan tersebut 

dan menerima aspirasi masyarakat. Efek yang dirasakan Begitu antusiasnya masyarakat 

menantikan pemimpin yang bisa merubah daerah menjadi lebih baik lagi, masukan/tanggapan 

masyarakat kepada mereka akan mereka evaluasi sebaik mungkin guna menjadikan pelajaran 

kepada mereka. Sebagai tim pemenangan tugas utama yaitu selain menyampaikan visi dan misi 

kandidat juga menerima aspirasi atau masukan kepada mereka.  

Perloff (2015) berpendapat bahwa media massa pada dasarnya hanya mampu berada 

pada tataran pembentukan citra (image), sementara yang berperan untuk mengajak orang 

mengubah pilihan adalah komunikasi antarpribadi. Media hanya memberi pengaruh pada hal-hal 

yang sifatnya singkat dan tidak lama (sort term). Oleh karena itu, Sander dan Pace mengusulkan 

agar pemilu menekankan pada image world view daripada isu-isu. Sebab para pemilih pada 

umumnya cenderung untuk mengikuti hanya pada awal dan akhir kampanye (Saijo, 2020). 

KESIMPULAN 

Pendekatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh kandidat saja, melainka juga 

oleh tim pemenangan. Pesan yang disampaikan oleh tim pemenangan dan pasangan Hendrar 

Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu kepada masyarakat tentu nya mudah dipahami, mudah 

di mengerti, dan tidak berbelit-belit. Hal ini menjadi penting dikarenakan pesan yang 

disampaikan harus bisa diterima oleh masyarakat. Pada media yang dipakai oleh tim 

pemenangan dan pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu yaitu radio dan 

media cetak sangat ampuh digunakan untuk meyakinkan masyarakat mengenai visi dan misi 

pasangan tersebut. Tim Pemenangan pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti 

Rahayu juga berperan dalam menampung aspirasi masyarakat ketika ada sebagian masyarakat 

tidak pro kepada kandidat calon. 
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